
L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Li.ngkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Tstimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repubhk 
Tndonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3143); 

4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
nomor 297, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5606); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan peraturan perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5332); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerirrtahan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Presiden Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 

10. Peraturan Mcnteri Negara Pernberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 
1'ah un 2011 ten tang Kebija.ka.n Partisipasi Ariak 
dalam Pembangunan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59); 

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak 
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PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK 
ANAK. 

Menetapkan 

M~MUTUSKAN : 

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATRN BANGKALAN 

dan 
BUPATI DANGKALAN 

Pendidikan Anak (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 nomor 65); 

l 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Peru bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Khusus bagi Anak Pcnyandang 
Disabilitas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 963); 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 
tent.ang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak 
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1355); 

15. Peraturan Menteri Negara Pernberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 175); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2014 Nomor 20); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan ten tang 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak (Lembaran Oaerah Bangkalan Tahun 2020 
Nomor 4E); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang 
mcnjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur 
penyelenggara pernerintah daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

6. Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Nasional 
yang selanjutnya disingkat l<PJM Nasional 
merupakan penjabaran dari vis, misi, dan program 
Presiden yang mencakup gambaran perckonomian 
secara menyeluruh terrnasuk arah-arah kebijakan 
fiskal dalam renana kerja yang berupa kerangka 
regulasi dan kerangka pcndanaan yang bersifat 
indikatif. 

7. Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah 
yang selanjutnya. disingkat RPJPD merupakan 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 
(dua) puluh tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka M.enengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan 
dokurnen perencanaan pembangunan daerah untuk 
jangka periode selama 5 (lima) tahunan yng berisi 
penjabaran dari visi, misi, clan program kepala 
daerah dengan berpedornan pada RPJP Daerah, 
serta memperhatikan .l{PJM Nasional. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan 
permasal.ahan pembangunan daerah serta indikasi 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara 
terencarra melalui su mber pembiayaan baik melalui 
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. 

j O. Renca.na. Kerja Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen 
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 
(lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTU1\N UMlJM 
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kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman 
pada RPJMD, dan bersifat indikatif. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
[delapan belas) tahundan belum menikah, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 

13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat 
KLA adalah Daerah yang mempunyai sistern 
pembangunan berbasis Hak Anak melalui 
pengintegrasian komitrnen dan sumber daya 
Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, 
keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara 
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 
program, dan kegiatan untuk menjamin 
terpenuhinya Hak Anak. 

14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia 
yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan 
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pernerintah dan Pemerintah Daerah. 

15. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk 
memeuuhi hak asasi anak dengan mengambil 
tindakan-tindakan legislatif, administratif, 
anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna 
menjamin anak mendapatkan hak eipil dan 
kebebasan, hak lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan 
waktu luang dan kegiatan budaya. 

16. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan 
sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, 
mampu menjamin memenuhi, menghargai hak anak 
dan perlindungan anak dari kekcrasan, diskriminasi 
dan perlakuan salah lainnya serta mendukung 
partisipasi anak terutama dalam perencanaan, 
kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan 
mekanisme pengaduan terkait pemenuhan bak dan 
perlindungan anak. 

17. lndikator KLA adalah va.riabel yang menjadi acuan 
dalam mewujudkan hak anak untuk mewujudkan 
Kabupaten Layak Anak yang telah diatur pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

18. Gugus Tugas KLA adalah lernbaga koordinatif di 
tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan 
kebijakan, program dan kegiatan untuk 
penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten 
yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, 
yud.ikatif, Perangkat Daerah, instansi vertikal yang 
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Maksud penyelenggaraari KLA, meliputi: 
a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hid up, 

tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang sehat, 
cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

membidangi anak, lernbaga swadaya masyarakat 
dan perwakilan forum anak dengan didukung 
perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, 
swasta, orang tua dan keluarga. 

l9. Rencana Aksi Daerah KI.A selanjutnya disingkat 
RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, 
kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan 
pelayanan publik selama 5 (Iima] tahun yang wajib 
disediakan Pemerintah Ka bu paten untuk 
pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator 
Kabupaten Layak Anak. 

20. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili 
suara dan partisipasi anak yang bersifat independen 
dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik 
dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya 
ditentukan oleh Keputusan Bupati. 

21. Profil KLA adalah adalah data inforrnasi yang 
menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA 
dan ukuran capaian KLA. 

22. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartrsipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 

23. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk 
perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan 
kondisi tertentu untuk tnendapatkan jaminan rasa 
aman terhadap ancarnan yang membahayakan diri 
dan jiwa dalam turnbuh kembangnya. 

24. Anak Disabilitas adalah setiap anak yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau 
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan atau kesulitan untuk berpartiaipasi 
secara penuh dan efektif dengan warga negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak. 
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(1) Tujuan umurn penyelenggaraan KLA adalah untuk 
mernbangun inisiatif Pemerintah Daerah yang 
mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak 
ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk 
menjam.in tcrpenuhinya hak anak. 

(2) Tujuan khusus penyelenggaraa.n KLA adalah : 
a. mewujudkan komitmen bersama antara 

Pernerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, 
masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia 
usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan 
yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan 
kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak 
tu.mbuh menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu , cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab; 

b. mengintegrasikan potensi surnber daya manusia, 
keuangan, sarana, prasarana, metode dan 
teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, 
masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia 
usaha dalam memenuhi hak hak anak; 

c. mengimplementasikan Kabupaten Layak Anak 
melalui perumusan strategi dan perencanaan 
pembangunan daerah secara menyeluruh dan 
berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan 

d. sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan 
melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan 
hakanak. 

Pasal3 

b. melindungi anak dari ancaman diskriminasi, 
eksploitasi, kekerasan, penelantaran, pengabaian, 
perlakuan salah dan sernua ancaman dari dalam 
maupun luar yang dapat mengganggu kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang nya anak secara 
wajar; 

c. mengoptimalkan dan memperkuat peran da.n fungsi 
keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; 
dan 

d. rnembangun sarana dan prasarana daerah yang 
mampu mernenuhi kebutuhan dasar anak untuk 
tumbuh dan berkernbang secara optimal. 
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(I) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA 
menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan 
dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan 
perlindungan Hak Anak. 

Pasal6 

BAB IV 
PENYELl!:NGGARA..l\N K..<\.BUPATEN LJ\YAK ANAK 

Bagian Kesatu 
Umurn 

Setiap anak wajib: 
a. menghorrnati orang tua, wali, guru, dan orang yang 

lebih tua dimanapun berada; 
b. menjaga kehorrnatan diri, keluarga, dan masyarakat; 
c. rnencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi 

teman; 
d. rnencintai tanah air, bangsa, dan negara serta daerah; 
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama; 
f. melaksanaka.n etika dan akhlak yang mulia 

dirnanapun berada; 
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat 

pendidikan, rnenjaga ketertiban keamanan, 
kebersihan dan ketcntraman Iingkungan; dan 

h. bersikap maridiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat 
yang dimiliki. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Kewajiban Anak 

Bak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, 
keluarga, dunia usaha, dan masyarakat, meliputi: 
a. Hak sipil dan kebebasan; 
b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 
c. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan 

kegiatan budaya; dan 
e. Hak perlindungan khusus. 

Pasal 4 

BABIII 
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 

Bagian Kesatu 
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(l) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah 
dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai 
upaya mernperoleh dukungan dari pemangku 
kepentingan dalam pengembangan KLA. 

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
rnerijadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, 
masyarakat, media massa, dunia usaha dan 
perwakilan Anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak 
Anak dalam mendukung terwujudnya Daerah yang 
layak bagi Anak. 

Pasa19 

Paragraf 2 
Deklarasi KLA 

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a, terdiri atas: 
a. deklarasi KLA; 
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan 
c. profil KLA. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Perencanaan KLA 

Paragraf 1 
Umum 

Penyelenggaraan KLA di Daerah berpedoman pada 
tahapan sebagai berikut: 
a. perencanaan KLA; 
b. pra KLA; 
c. pelaksanaan KLA; dan 
d. Evaluasi. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Tahapan Penyelenggaraan 

(2) Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terintegrasi di dalarn perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, 
program, kegiatan untuk mencapai lndikator KLA. 

- 9 - 



(I) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan dan menyinkronkan 

penyusunan RAD KLA; 

Pasal 11 

{I) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Bupati, 

(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) terdiri dari unsur Perangkat 
Daerah yang terkait dengan 5 {lirna) klaster KLA, 
unsur masyarakat, unsur media massa, unsur dunia 
usaha, unsur perwakilan anak, unsur akademisi dan 
unsur aktivis pemerhati anak, 

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
terdiri atas: 
a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Sekretaris; dan 
d. Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster 

KLA. 
(4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 10 

Paragraf 3 
Pembentukan Gugus Togas KLA 

(3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan mclalui tahapan: 
a. identifikasi; dan 
b. pengesahan. 

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal 
daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan 
KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan 
bersarna pemangku kepentingan terkait atau 
perwakilan unsur Pemerintah Daerah, rnasyarakat, 
media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak 
untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA. 

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan 
komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk 
dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat 
diperbarui setiap tahun. 
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( 1 ) Profil KLA se ba.gaimana. dimaksu d dala.m Pasal 8 
huruf c disusun oleh Pemerinta.b Daerah yang 
dikoordinasikan melalui Gugus Togas KLA. 

(2) Profil KLA seba.gaimana dima.ksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. data terpilah Anak di Daerah terrnasuk anak yang 

memerlukan perlindungan kbusus 
b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari 

kelemba.gaan dan klaster KLA serta capaiannya; 
dan 

c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingka.t 
kecamatan dan desa/kelurahan. 

(3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati. 
(4) Profil KLA sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 

dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan 
Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi 
resmi milik Pemerintah Da.erah. 

Pa.sat 12 

Para.graf 4 
Profil KLA 

b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, 
dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA; 

c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, 
fasilitasi, sosialisaai, dan edukasi dalam rangka 
penyelenggaraan KLA; 

d. rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan KLA; dan 

e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada 
Bupati secara berkala, 

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Gugus Togas Kl,A 
melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling 
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang 
mcliputi: 
a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan 
b. pernbahasan capaian berdasarkan hasil 

penyclenggaraan KLA pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan. 

(3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaima.na 
dimaksud pa.da a.yat (2) dapat melibatkan instansi 
vertikal di daera.h da.n perangka.t daerah provinsi yang 
terkait dalam penyelenggaraan KLA. 

{4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagai.mana 
dimaksud pa.da. ayat (2) menja.di bahan penyusunan 
la.poran penyelenggaraan KLA oleh Gugus Togas KLA. 
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(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1.3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ougus Togas 
KLA. 

(2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja 
Gugus Togas KLA untuk mengidentifikasi: 
a. isu terkait 24 (dua puluh empat] Indikator KLA; 
b. tata kelola perencanaan, penganggaran, 

pengorganisasian, dan pelaksanaan 
penyelenggaraan KLA; 

c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak 
Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

d. ketersediaan sumber daya rnanusia yang akan 
memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Khusus Anak; 

e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional 
bagi pctugas yang memberikan layanan 
Pemenuban Hak Anak dan Perlindungan Khusus 
Anak; 

f. sarana dan prasarana yang memadai untuk 
mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak 
Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

g. ketersediaan mekanisme layanan Pernenuhan Hak 
Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 

Pasal 14 

(1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
b dilakukan melalui.. 
a. penilaian mandiri KLA; dan 
b. penyusunan RAD KLA. 

(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada 
a.yat ( l) huruf a dilakukan untuk mengetahui status 
Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. 

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l) huruf b dilakukan untuk memastikan 
ketersediaan program dan kegiatan yang secara 
langsung/tidak langsung mendukung perwujudan 
KLA sebagai implementasi Kebijakan KL/\ di Daerah. 

Pasal 13 

Bagian Keempat 
Pra-KLA 
Paragraf 1 

Um um 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan 
ayat (3) diatur lebih Ianjut dalam Peraturan Bupati. 
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(1) Penyusunan RAD KLA sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan 
hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah 
Provinsi. 

(2) Penilaian mandiri KLA dilak'ukan melalui rapat kerja 
Gugus Togas KLA untuk mengidentifikasi: 
a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA; 
b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; 
c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan 
d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah.. 

i3) Penyusunan RAD KLA seba.gaimana dimaksud pada 
ayat (1) memperhatikan profil KLA dan/atau hasil 
evaluasi KLA di tahun sebelumnya. 

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
meliputi: 
a. RPJMD; 
b. RKPD; 
c. Renstra; dan 
d. Renja. 

(5) RAD KLA sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) 
disusun dalam bentuk dokumen yang berisi 

Pasal 15 

Paragraf 3 
Penyusunan RAD KLA 

h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA; 
i. prioritas kebutuhan penyelenggaraan KLA; dalam 

pembinaan 
j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan 

Dunia Usaha; dan 
k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor. 

(3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menilai 
sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, 
kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk 
menyelenggarakan KLA. 

(4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai 
acuan untuk melihat potensi dan isu daerah 
termasuk potensi dan isu di kecamatan dan 
desa/kelurahan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rnandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
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(1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf d, dilaksanakan oleh Bupati secara berkala 
setiap tahun di tingkat desa/kelurahan. 

(2) Evaluasi Daerah, kecarnatan, dan KLA di tingkat 
Daerah dilakeariakan berdasarkan instrumen 

Pasal 17 

Bagian Keenam 
Evaluasi KLA 

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang 
termuat dalam RAD KLA. 

(2) Penilaian Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak 
yang menjadi penanggung jawab dalarn matriks RAD 
KLA. 

(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
melaksanakan rencana aksi da.n program dengan 
memperhatikan pada: 
a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu; 
b. kebutuhan anak; 
c. waktu pelaksanaan; dan 
d. target. 

(4) Para pihak yang penanggung jawab rnenjadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA 
harus dipublikasikan rnelalui media massa. 

Pasal 16 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan KLA 

pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan 
matriks RAD KLA. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi uraian RAD KLA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(7) Periode RAD KLA sebagairnana pada ayat (1) 
ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian RAD KLA 
setelah masa periodesasi 3 (tiga) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 
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(l) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak di 
Daerah. 

(2) Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak dalam 
penyelenggaraan KLA harus memperhatikan 
kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak 
dan tidak diskriminasi terhadap anak. 

(3) Penetapan kebijakan mengenai Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 18 

BABV 
KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK 

evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan 
desa/kelura.han rnengacu pada 24 (dua puluh empat) 
Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan 
terhadap rnasyarakat. 

(4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk: 
a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA 

berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan 
b. melakukan identifikasi. kendala dan hambatan 

dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil 
langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan 
terse but. 

(5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam mernberikan 
penghargaan kepada kecamatan dan/atau 
desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di 
wilayahnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Evaluasi KLA dan 
pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan 
desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas indikator: 
a. anak merniliki kutipan Akta kelahiran; 

Pasal 22 

Paragraf l 
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 

Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 
b, terdiri atas : 
a. klaster Hak Sipil dan Kebebasan; 
b. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan 

Alternatif; 
c. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 
d. klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu t.uang dan 

Kegiaran Budaya; dan 
e. klaster Perlindungan Khusus Anak. 

Pasal 21 

Bagian Ketiga 
Klaster KLA 

Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf a, terdiri atas: 
a. produk hukum daerah tentang KL/\; 
b. penguatan kelembagaan KLA; dan 
c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia 

usaha dalam pemenuhan haka nak dan perlindungan 
khusus anak. 

Pasa\20 

Bagian Kedua 
Kelembagaan 

Indikator KLA terdiri atas: 
a. kelembagaan; dan 
b. klaster KLA. 

Pasal 19 

BAB VI 
lNDIKA TOR KLA 
Bagian Kesatu 

Umum 
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Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf d, tcrdiri atas indikator: 
a. wajib belajar 12 (dua belas] tahun; 
b. sekolah rarnah anak; dan 

Pasa125 

Paragraf 4 
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 

Kegiatan Budaya 

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 21 huruf c, terdiri atas indikator: 
a. persalinan di fasilitas Kesehatan; 
b. status gizi balita; 
c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia di 

bawah 2 (dua) tahun; 
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; 
e. lingkungan sehat; dan 
f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan 

iklan, promosi dan sponsor rokok. 

Pasal24 

Paragraf3 
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri 
atas indikator: 
a. pencegahan perkawinan anak; 
b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia 

layanan, pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga; 
c. pengembanga.n anak usia dini holistik dan integratif; 
d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan 
e. ketersediaan infrastruktur rarnah anak di ruang 

publik. 

Pasal 23 

Paragraf2 
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif 

b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak yang 
sehat dan aman; dan 

c. pelembagaan partisipasi anak. 
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Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan KLA bertanggungjawab: 
a. mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan: 

1) persiapan melalui peningkatan komitmen; 
2) pembentukan Gugus Togas KLA Kabupaten dan 

peng·umpulan data dasar; 
3) perencanaan melalui penyusunan RAD KLA; 
4) pelaksanaan, pemaritauan , evaluasi, dan 

pelaporan. 

Pasal27 

BAB VII 
TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH DAN DUNll\ 

USA HA 
Bagian Kesatu 

Tanggung .Iawab Pemerintah Daerah 

Klaster perlindungan khusus anak sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas indikator: 
a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan 

eksploitasi anak; 
b. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk 

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan 
terinfeksi human immune defidency virus (HIV) dan 
aquired immune deficiency syndrome (AIDS); 

d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik; 
e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, 

kelompok minoritas, dan terisolasi; 
f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial 

menyimpang; 
g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan 

hukurn melalui diversi (khusus pelaku); dan 
h. pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan 

stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan 
kondisi orangtua. 

Pasal26 

Paragraf 5 
Klaster Perlindungan Khusus Anak 

c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan 
rekreasi yang ramah anak. 
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(l) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh: 
a. orang perseorangan; 

Pasal 29 

BAB VIII 
PARTTSIPASI MASYARAKAT 

(1) Dunia usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan 
KLA mempunyai tanggung jawabmengembangkan 
kebijakan KLA rnelalui kegiatan: 
a. mcnghasilkan produk atau jasa yang ramah dan 

layak anak; 
b. menyediakan sarana prasarana layak anak, 

antara Jain: 
t) ruang menyusui; 
2) ruang bermain; 
3) pojok baca; dan/ atau 
4) toilet anak. 

c. rnelarang mempekerjakan dan melibatkan anak 
pada pekerjaan yang terburuk; 

d. berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak 
melalui tanggungjawab sosial perusahaan; dan 

e. menyelenggarakan iklan ramah anak. 
(2) Dalam hal dunia usaha melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (11 
dikenakan sanksi administratif. 

(3) Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), terdiri atas: 
a. teguran lisan; dan 
b. peringatan tertulis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pernberian 
sanksi diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal28 

Bagian Kedua 
Tanggung .Iawab Dunia Usaha 

b. melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang 
diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan 
pengembangan KLi\. 

c. meningkatkan komi.tmen dalam upaya memperoleh 
dukungan dari para pemangku kepentingan untuk 
pengembangan KLA. 
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(l) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 27 dapat melihatkan 
partisipasi Anak. 

(2) Partisipaai Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok 
anak lainnya. 

(3) Partisipasi Anak sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan: 
a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, 

Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA; 
b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan 

Peraturan Daerah maupun peraturan 
pelaksanaannya; dan 

c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan 
edukasi. 

(4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan memperhatikan dan 
mempertimbangkan: 
a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak: 
b. tingkat usia dan kematangannya; 
c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan; 

Pasal 30 

b. lembaga perlindungan anak; 
c. lembaga kescjahteraan sosial: 
d. organisasi kemasyarakatan; dan 
e. lembaga pendidikan. 

(3) Partisipasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 
a. mem berikan masukan dalam penyusunan 

kebijakan penyelenggaraan KLA; 
b. memberikan infonnasi melalui sosialisasi dan 

edukasi mengenai hak Anak dan peraturan 
perundang undangan tentang Anak; 

c. membantu memberikan pembinaan, 
pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, 
dan reintegrasi sosial; 

d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh 
kembang dan partisipasi Anak; 

e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan 
Perlindungan Anak; 

f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan 
dalam pemberian layanan terhadap Anak; 

g. mernberikan hibah dalam bentuk uang, barang, 
dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

h. membantu menyediakan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Khusus Anak. 
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(1) Hasil pemantauan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 29 dituangkan dalam bentuk Iaporan yang 
disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disarnpaikan kepada Perangkat Daerah yang 
mernbidangi pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
menyampaikan laporan penyelenggaraan KL,A kepada 
Bupati. 

(4) Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada 
Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang 
Perlindungan Anak clan Menteri yang 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri 
untuk mendapatkan pemeringkatan KLA. 

Pasal 32 

Bagian Kedua 
Pemantauan 

(1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh 
Gugus Togas KLA secara berkala untuk rnengetahui 
perkembangan dan hambatan pelaksanaan 
pengembangan KLA. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, 
pertemuan dan/atau kunjungan lapangan. 

Pasal 31 

BABIX 
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

situasi pertemuan yang 
dan mendorong Anak untuk 
pendapat dan memberikan 

memungkinkan 
menyampaikan 
tanggapan. 

d. kesediaan anak dan izin dari orang tua atau wali 
Anak; dan: 

e. kondisi dan 
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(1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah mi 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 

(2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam 
pembentukan peraturan pelaksanaan Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan 
dan Perhnd ungan Anak, 

Pasal 35 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Cugus Togas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan 
sebelurn berlakunya Peraturan Daerah ini tetap 
rnelaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya 
Gugus Togas KLA berdasarkan ketentuan Peraturan 
Daerah ini. 

(2) Keanggotaan Gugus Togas KLA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Daerah ini paling larnbat 6 
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Pasal 34 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pendanaan dalam rangka implementast KLA dalam 
Peraturan Daerah ini bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal33 

BABX 
PENDANAAN 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 27-1/2025. 

LEMBAR~~~UPATEN BANGKALAN TAHUN 2025 
NO.MOR l ~ 'E: 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 

Pasal36 
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baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 16 April 2025 
      
   BUPATI BANGKALAN,

                   ttd.

       LUKMAN HAKIM

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal16 April 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

                                        ttd.

                            IRMAN GUNADI

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004



II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal l 

Cukup jelas. 

Upaya perlindungan anak rnerupakan upaya menjamin keberlangsungan 
masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial rnasih 
menempatkan anak pada posisi yang rentan terhaclap berbagai bentuk 
kekerasan , eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. 
Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh 
dan berkernbang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang, 
Menyadari ha! tersebut, perlu segera di1akukan upaya-upaya preventif, 
represif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi anak-anak tersebut, 
dengan berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, 
pendampingan, konsultasi dan upaya-upaya penguatan yang lain. 

Selain upaya represif dan rehabilitatif, tidak kalah pentingnya untuk 
dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah semakin banyaknya anak 
yangakan mengalami masalah yang serupa melalui upaya-upaya pemenuhan 
hak-hak anak dengan melibatkan seluruh instansi terkait, masyarakat dan 
orang tua. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan pengaturan 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mampu menjangkau seluruh anak, 
baik yang bermasalah maupun tidak dimana pelaksanaannya tidak Jagi 
dilakukan secara sektoral, tetapi harusdikoordinasikan dan dilakukan secara 
terpadu oleh semua instansi terkait sehingga tidak terjadi turnpang tindih 
program. 

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam upaya 
perlindungan anak irii, anak bukan lagi semata-mata dijadikan sebagai obyek, 
tetapi harus dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan dengan 
memperhatikan dan mendengar pendapatnya untuk kepentingan terbaik bagi 
anak. Secara keseluruhan upaya penyelenggaraan perlindungan anak dalam 
Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan 
pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membent.uk generasi muda yang 
berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkaraktcr yang 
berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Oleh karenanya, Peraturan 
Daerah ini mengarur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko 
mulai dari upaya preventif, represif dan rehabilitatif dengan tetap berpedoman 
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 t.entang Perlindungan Anak 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2016 tentang Per'ubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 ten.tang Perlindungan Anak. 

T. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN J3ANGKALAN 
NOMOR TAHUN 2025 

TENTANG 
KABUPATEN LA YAK ANAK 
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Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal l l 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas, 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup .Jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 
Pasal22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 
TAHUN 2025. 

Pasal27 
Cukup Jelas. 

Pasal 28 
CukupJelas 

Pasal29 
Cukup .Jelas 

Pasal 30 
CukupJelas 

Pasal 31 
Cukup Jelas 

Pasal 32 
CukupJetas 

Pasal 33 
Cukup Jelas 

Pasal 34 
CukupJelas 

Pasal 35 
CukupJelas 

Pasal 36 
Cukup Jelas 
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BAB I PENDAHULUAN 
1. Latar Belakangan 
2. Tujuan dan Sasaran 
3. Ruang Lingkup 
4. Landasan Hukum 
BAB II KEBlJAKAN P8NCAPAIAN KLA 
1. Prinsip 
2. Arah Kebijakan 
3. Strategi 
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 
1. Mckanisme Pemantauan dan Evaluasi 

RENCANA AKSl DAERAH KABUPATEN LAY AK ANAK 
A. Pengertian 

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan 
berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak 
Iangsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam ha! ini 
Gugus Togas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan 
Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak 
Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah 
(Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja 
Pernerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Ker.ja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja SKPD)). 
RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan 
perencanaan terkait Anak melal.ui koordinasi program dan aksi 
m·ultisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan 
komitmen Pemerintah Daerah dalam mcngoordinasikan pernangku 
kepentingan untuk mewujudkan KLA dan rnemberikan panduan dalam 
rnelaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, 
operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. 
Penyusuna.n RAD KLA ditetapkan untukjangka waktu S (lima) tahun. Gugus 
Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan 
penanggungjawab kelembagaan/klaster dan lndikator KLA. Selain itu dalam 
penyusunan RAD KLA rnernpertimbangkan dan memperhatikan serta 
melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, 
termasuk pandangan Anak. 

B. Dasar Hukum RAD KLA 
RAD KLA menjadi salah satu rnuatan dalam Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

C. Sistematika Dokumen RAD KLA 
Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokurnen lengkap atau hanya 
rnatriks rencana aksi. Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu: 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH ~OMOR 
TAHUN 2025 TENTANG 

KABUPATEN LAYAK ANAK. 
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D. Proses Penyusunan RAD KLA 
Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karcna 
dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja 
Pemerintah Daerah, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media 
massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak clan Perlindungan 
Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait 
memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran 
program dan kegiatan untuk mencapai target KLA. Dalam menyusun RAD 
KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, 
kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah 
daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. 
Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang 
terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mcngikuti 
periode RPJMD. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen 
perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra 
Perangkat Daerah , dan RKAD. 

E. Pelaksanaan RAD KLA 
Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai 
dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh 
pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat 
madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi 
keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan 
sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah saeu pemangku 
kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan 
dalarn pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas. 

F. Pernantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA 
Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses 
pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat 
dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, clan/ atau 
kunjungan lapangan. Sementara it.u evaluasi dilakukan untuk mengetahui 
capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah 
ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan rnelalui 
mekanisme yang sarna dan juga rnemungkinkan dengan menggunakan 
pihak eksternal. Evaluasi d.ilaksanaka.n setiap akhir tahun. Laporan 
pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi 
untuk me:ngetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun 
berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disarnpaikan oleh bupati kepada 
gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan senap l (satu) kali 
pada akhir tahun. 

2. Mekanisrne Pelaporan 
3. Waktu Pelaksanaan 
BAB IV PENUTUP 
LAMPI RAN 
MATRIKS RAD KLA 
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r-eraturan/ 
kebijakan 
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----------- 
KLA,.o._ __ 

- l Alokasi Intansi 
Pendanaan (Rp Penanggung 

- Jt) - jawab 

o .. 

(111 ' 
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Tahun 
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-·-· I - - 
Indikator KLA/ kencana 

No Program/Kegiatan Ukuran Satuan 

I Sub Kegiatan 
Aksi 

Ill (2) (3) I (4) I (S) - - I 
I KELEMBAGAAN -· 
l Kode dan Nan1l_l lndikator ~: .1. Peratur~1 Daerah t<!_ntang 

Kode dan Nama Pro~rnm: -· 
Kode dan Nama Kocle dan Fosilitasi .Jumlah 

Kegiatan Narna Sub penyusunan peraturan 
Kegiatan Peraturan dacrah, 

Daerah Kl.A peraturan 
; buoati, 

keputusan 
bupati, 
instruksi 
bupati, sur 
edarnn 

·-· 
I bup~Ji - 

G. Matriks Kencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak. 

·-·--T· 
Data Das~r L. 

(tahun ... ) ··-~----;-r I 
20.. 20.. 20.. I 20.. 2 
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Kod 

{2l J_ (3) I (4) I (5) l (6) I (7) I (8) I (9) j_(_lO) I (11) l (12) ·--r (1_31_ ·-- ·- 
e dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA 

' ·- 
e ~an Nama Program: -·· -··- .... ··--- 
c dan Nama Kode dan G>-:i.silit~si Jumlah Peraturnn/ 

I Iatan Nama Sub pcnguatan kegiatan Kebijakan 
Kegiatan kapasitas kapasitas I 

Gugus Tugas penanggungja , I KL.A wab Indikator, I 

' kelembagaan, I 
dan klaster I 
Gugu s Tugas i 

I 
KL!\. i ·- ··-- ·--- -- --. .. - .. 

I Penyusunan RAD KLA Dokumen 
RI\D KLA yang 

i ' terintegrasi 
denga.n I dokumen 
perencanaan I 
pembanguna I I 
n daerah ! --·-- --~---.--- -- l Pcmbaruan Profit KJ,A Dokumcn 

Profil KLA yang 

I diperbarui 
secara 
berkala - - ··- 

Pembentukan Jumluh OPD 
• dan materi KIE - 

pcnguatun KLA Kecamatan 
fasilitaror KLA - Desa/Kel 

- 
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.l) (t.l J:31 (4 5 
Penyusunan .Jumlah 
materi kegiman 
Komunikasi, 
Informasi, 
dan Bdukasi 
(KIE)J5LA 
Penguatan Jurolah 
lndikator kegiatan 
KLA 
Fasilitasi Jumlah desa 
pern berdayaa yang 
n Anak di melaksanaka 
Desa n fasilitasi 

pemberdayaa 
n Anak di 
dcsa 

Pelatihan Jumalh SOM 
bagj SDM PATBMyang 

terlauh 
perhndunga 
anak 

Perlindungan 
Anak 
Terpadu 
Bcrbasis 
Masyarakat 
(PATDM) 
ten tang 
Perlindungan 
Anak, 
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I Asosiast 
"·-· - ' I aktif 

... - 
baga 

- + --1- men 
ran 

.. I I I - -- 

-Doku 
- Lapo 

-1-SDM 
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l APSA 

ga Masyara.kat, Media Massa, dan Dunia usana dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus 
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··-· 110·1 (111 

-I 
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(1) (:?) i3J_ (4) ~. 
termasuk 
Ekspolitasi 
seksual Anal 

I 
melalui 

' media ontine 
3 Kode dan Nama lndikator KLA: 3. Peron Lemaba 

Anak 
Kode clan Nama Program: 
Kode clan Nama Kodedan Pernbentuka 
Kegiatan Nama Sub n Asosiasi 

Kegiatan Perusahaan 
Sahabat 
Anak 
Indonesia 
{APSAJ) 
Kahupaten/ 
Kot a 

Penguatan Jumlah SOM 
pelembagaa dan lembaga 
n profesi yang 
Pengarusut mcndapat 
ama an penguatan 
Ha.kAnak pclembagaan 
(l'UHA) bagi Peng ant su ta 
forum maan Gend 
lemhaga (PUG) dan 
pi:_ofcsi PUHA - 

urnlah 
program/ 
panduan 10 



• { ~3..,_) ---1 [~T,---(6) l L-@1 - l i3l (7J (9) (lOj uu. (12) •. 
(sepuluh] 
Progrrun 
Pokok PKK 
untuk 
diimplementa 
sikan 
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program 
Dcsa/Kelura I ! han Layak 
Anak .. - ··-· -· - Pembcntuk .Jaringan Jaringan 

an dan Media Peduli 
penguatan Anak aktif 

I , kapasitas 
Jaringan 
Media 
Peduli Anak 
(JMPA)_ . . - I• ·- Pengu atan Jumlah SDM 
pelembagaa media cetak 
nPVHA yang 
bagi media mendapat 

penguatan 
pelcmbagaan 
PUHA I ·-·-- -· ,. ·- Penguatan .Jumlah SOM SDM 

peleru bagaa organtsasi 
nPUHA keagamaan 
b:aai yang I I .. ·-·-·-· 
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U!J._. - (2) 131 (4) 151 (6) (7) ~ (9) (10) - _jll) (12) (13) - .. ----·· 

organisasi mendapat 
keagamaan penguatan 

pelembagaan 
1 PUHA I ··-- ~ 

Jumlah Lembaga i I 
Iembaga . 
keagamaan r-··-· - -·----- . .. 

Penguatan Jurulah SDM SDM 
pelembagaa akademisi 
nPUHA dan lembaga 
bagi risetyang I akademisi mendapat 
dan penguatan 
lembaga pelembagaan 
riset PUHJ\ ----· -· --· - - I --·· 

Jumlah Lembaga 
perguruan 

'tinggi dan l 

lemba~~ _riset ----- -- 
Pernbcntuk Jumlah tim Lernbaga 
an Lim pelaksana ! 
pelaksana lavanan 
lay an an kesejahterua 
kcsejahtera n Anak 
anAnak integrattf 
integratif atau nama 
atau nama lain di Iuar I • lain di luar pan ti sosial • 
pan ti sosial I - I - II KLAS'f_!':R HAK SIPIL DAN KEARBASAl\ . - . - ,., .... _ 
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' 
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- 36 - 



- T[M)r ,11ii • 141 (5) (6) (7) (8) (9) (12) (13) ··- - l informasi 
Iayak Anak 
rnelalui 
media below 

: • I the line r --- I - 
Fusilitasi Jumlah . i 
Pemenuhan daerah yang Kecamatan . 
HakAnak tersosiahsasi - Desa/ 
atas !LA kan hak kclurahan 

Anak atas 
ILA 
.rurnlah Kabupaten 
rusat /kota 
lnformasi 
Sahabat 
Anak (PISA] __ .,. . ..,., ____ "_ 

Jumlah Perpusta- 
perpu stakaa kaan 
n yang kabupaicn/ 
dikembangka kecamatan 
n dan dibina /desa/ j 
(layanan kelurahan I perpustakaa I 

I n Anak dan 
ekstensifikasi 
layanan I I melalui mobil I 

··- I 

.-12..,,,1 __ -1-_J~L 

- :'17 - 

_ _(l) 



·- ·- ·- 
--·--·· (l~ .. -1 1131 (31 ---·· (4) (5) (6) (7) (8) (9L __ _L~OL (11) 

perpustakaa 
n keliling) - -- ··---·· -· --- -- -,.- ......__,. . 
.Iurnlah Kcgiatan I ' : 
kegiatan I 
pembudayaa I 
n kcgcmaran I 

membaca 
I I dan uterasl .... f--- --·-·· 

Tingkat % 
kemanfaatan 
perpustakaa 
n clch Auak -··· --··· -- ·--- 1-- ...... 

Lay an an Pcrpusta- 
perpusta.kaa kaan 
n berbasis ka h II pate n / 
inklusi sosial kccamatan 

/desa/ke- 
iuranan .. - -· 

.Jumlah Pojok baca 
pojok baca digital 
digital area 
publik di 
kabupaten I 

I 
I /kecamatan/ 

<lr.Sll /kdur,;, h 

I an __J_ ··- -.~---- -- ·-·---'--·-··- -- --~- 

- 38 - 

:.~ode dan N~a lndikator KLA: 6. Pelc!'.'_l>.ttg~1 J:~i~pa~i An=a.k_______ ·---------------~ 
c_ __ _i_::K~dedanKamaPr?.8!:cU~n~::.._ ~·---------------------~=======i 6 

(2) (ll 



(9) .J J!.OJ._ . 
- 

(4) 15) (61 (7) (8) ( l1) __ 112) - (13) . 
Fasilitasi dan .Jumlah I - I 
penguatan kccamatan Kecamatan ' 
kapasitas dan - Desa/ I 
forumAna.k deAA/kelurah kelurahan i 

an yang 
memiliki 
forum Anak I 

aktif ! . -·--· - ,40,·--- . ..L-.---··- -·-----· 
Pelatihan JumlahAnak - Forum I 

bagi forum 1111ggoUJ. Anak I 
Anak scbagai forum Anak kabupaten 
Pelopor dan sebagat 2P - Forum 
Pelapor (2P} Ano.k I ' 

kecamatan t I 
- Forum i 

j 

Anak dcsa/ I 
• 

j kelurahan : - . 1 

Pelatihan .Iumlah J\nak Anak j 
Partisipasi menerapkan I 

Anak dalam PAPP 

Perencanaan i 

I Pembanguna I 
11 (PAPP) bagi I forum Anak l 

I ! Penguatan .Jumlah . I 

kapasuas fasilitator Kabupaten 1 
fasilitator forum Anak ' - 

I forumAnak terlatih Kecamatan - .. ._ .......... _ ---·--····· 

- 39 - 

I--'-( l.,_I -1-----'(=.,'..1} __ -J--- @L 
Kodc dan Nama Kode dan 
Kegiatan Nama Sub 

Kegiatan 



-~----------------·-----l 

kccamatan/d /dcsa/ 
esai kelurahan 
kclurahnn 

sebclum 
berusia 18 

~..:;;tah=uccn , ........ _ ____,...__~---- -·--+----1------+-----···-·- 
Jumlah 

---·-----------------·-- .. - 

Kecamatan 

% 

yang 
difasilitasi 
dalam 

berusia20- 
24 tahun 
yang 
menikah 

Anak 

Pencegahan j Person tase 
Pcrkawinan perempuan 

Kodedan 
Nama Sub 
Kegiatan 

. Kode dan Nama 
Kegiatan 

Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegaha11 Perkawillan An>U<. ··-------------- 
·----1-'K.::o:.:d:.;;e .9_an Nama Program: 

-·-----------------·-·-¥>•- 

Anak sebagai 
2P 

- 

Kabupaten 

- 40 - 

Jumlah 
dacrah yang 
terlibat 
dalam 

Fasilitasi 
penguatan 
peran forum 

pertemuan 
Forum Anak I 

--1----- .. ·- _,l...:N:.:ca::.:St=·o=n=al=---'-------'--··--··-·-..c--~--~---~-----~--·------1 
Ill KLAb'TER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUH!\N ALTB:RNATIF 
7 

-------------~-·· -- -, 
1---'-'( IJ_ Lt, __ ....,(=,2)c_ .r _ _..,_(3..,__l_-+l-~(~4)~._-_-_~~:- . '''.=~ i:~~ . ~'-)......,..1 _(_8__.1_(_9}--(l_O_)_+ J_!. .. )-)-·· ~- _·-·_· ". __ . ,._·====!:1:3)===== 



~ I - ---· ~··- ,_,..., 
( 1) (2) 13·, (4) (5) (6) (7) _ _J_?l__ ._J9l r 101 (11) (12) t!dl 

pencegahan 
, perkawinan 

Anak -·-· ··---- -· -- - 
Pembinaan Jumlah Pasangan ' I 
dan/atau keluarga 
bimhingan yang I I 

bagi keluarga menerima 
himhingan 
dan layanan 
pengasuhan 
berbasis hak 
Anak --·--·· -- ·- ------- ··- - -----·-- ·- 
Jumlah Pa sang an 
keluarga 
yang 

' memperoleh 
bimbingan 
keluarga 
kristiani ·-~ - -· . - ••"' ··- -···- I ,Jumlah Pasangan 
keluarga i 
yang • I 
memperoleh l i 

bimbingan 
keluarga I f 

bahagia .. - ··-- , ..... 
I 

I Jumlah Pasangan l I<.~~~~rn.a ···- 
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·- - . 

1 
ama Kode dan Pernbinaan .Jurnlah Pasangan 

Nama Sub dan/atau keluarga 
Kcgiatan bimbingan yang I 

bagi kcluarga menerirna I 
bimbingan I dan layauan 
pusaka ! 

sakinah l i 
' . - ., __ . -··- ----t-· -· 

,Jumlah Kecamatan ' i ' I 
kecamatan I 

• yang 
difasilitasi 

I dalam 
penguatan . _ - . . . ···*-·-- 

Pasangan .Jumlah 
keluarga 
yang 
rnemperoleh 
bimbingan 
keluarga hit.a 
suknaya 

yang 
memperoleh 
bimbingan 
keluarga 
sukinah 

(5) 

8 K5:1~e dan Nama Tndikato~. KLA: 8. Penguatan Ka.pasitas Lembaga Konsultasi Penyedia L.a.y~an P_~1.1gasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga 
Kode dan Nama Program· 
Kode dan N 
Kegiatan 

t . ...,ll_.,1------~--·--·---~(3~) ---~4~ 
----···~--~--~-- 

_.l§.L _l~7-..~(~81_..~(9~J _,_(lOJ . _.J~ll'--l·· _ .. J!~····+-' -----'('-1._,_3l __ -1 
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--------.--·-- ~---· -·- ·--· ·- i 
... 

/31 !:!.) _____ (5) {61 {7) {81 (9)_ 1101 (11) ( 12) 
••" 

f 131 ---- - 
dan I 
pengembang 
an Pusat ' ' : 
Pembelaiaran I 
Keluarga I 
iPUSPAOA) ---· - I ···--··· 

Peningkatan Jumloh Lembaga 
peran ibu Lernbaga 
dan Konxultasi I • ' kcluarga Kcluarga ; 
dalam (LK3)yang 
pengasunan aktif I 

Anak rnelakukan I ' ' 
layanan ! I 

konsuttast : 
keluarga 
yang 
bermasalah 
psikososial ' --- --·· - . 

Fasilitasi Persentase % 
pembinaan Anak usia 0- 
keluarga 6 tahun yang 
balita dan · memiliki 
Anak pcrkcmbanga 

n ya~&_ b_~(k 
Jumlah Keluargu I 
keluarga I 

I yang - .......... - ..... -, ---- 

(2) 

- 43 - 

/1) 



! 
--~ 

I 

l 

-· ··----- - - .. 
!~. (5) (6) (7) (8) (9) (10)_ ( 11) (12) 

! --·· 
memiliki 
anak usia di 
bawah 2 
tahun 
(bad um) 
pada lokus I 

prioritas 
yang ' I 
mendapatka 
n promosi I 
dan KIE 
Pengasu.han 
1000 Hari 
Pert am a 
Kehidupan 
(HPK) dalam 
pencegahan 
stunting 

' ' Persenla8e % ' 
keluarga 
yang 
rnclaksanaka 
n 
pengasuhan 
dan 

I pendampinga i n .. L----·· -----···...-~-----'-· 

- 44 - 

(3) (2) (Ji 



SD yang 
merniliki 
Iingkungan 
kondusif 
dalam 
pcmbanguna 
n karakter 
~~:1-1ta-s~- -~/o··---····-1----+--+--- ... --··-·-+----1-------+1--·-----, 

Persentase % 
!-'---'----f----····-·-1------+--+---..,~ 

l 
' l I J 

I 
I 
i . 
' 

i I I 
_ ... _. .• 

Keluarga 

(13) 

Fasilitasi 
pcmbentuka 
ndan 
pelayanan 
keluarga dan 
anggota 
keluarga di 
Pu sat 
Pelayanan 
Kcluarga 
Sejahtera 
(PPKS) 

i l'enyediaan 
layanan 
pendidikan 
yang merata 
dan 
berkualitas 
jenjang 
Pcndidikan 
Anak Usia 
Dini, 

' Pendidikan 
Dasar dan 
Pcndidikan 
Menengah 

1i,_L.r~:si'-+-~!9l.__.~1~1o~J_,__(~l!J 1i2J__ I 
pembentuka 
n karakter 1-------+------+------1-- . ·--·-· -· -.--------< 
.Jumlah 
keluarga 
yang 
mengakses 
PPKS 

:::::c::::1 i=:~=====<-2~i:::::::::::::::::::::::::= 13=:j::::::_-_ · ·- - ·i;jj·-- .. ~1-. -_-t-si-:::_-_--(-6J ---- 
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- --·· ·-· I l (6L. .. (71 (8) (9) __ _J.101 uu (12) (131 . 
I 

a 

I 
' ' I ' .. - - I % 

a 
- --¥ >- ... - - -· ·r % i I I 

I 

l 
I 
l 
I 
! 
i I 

I 
a 

··-- ··-- -·- ..... ·--- 
Kon ten 

' I _____ .... J .... 

- 46 - 

Jumlah 
Kon ten 
Penguatan 
Karaktcr 
Satuan 
Pendidikan 
yang 
dihasilkan --'-"= 

Perscntasc 
SLByang 
memiliki 
lingkungan 
kondusif 
dalam 
pembangun 
n karakter 

Persentase 
SMAyang 
rnerniliki 
lingkungan 
kondusif 
dalam 
pcmhangun 
n karakter 

karakter 

(51 
dalam 

pembangun 
n 

Penguatan 
karakter bagi 
ekosistem 
pcndidikan 
dan 
kebudayaan 

,-(~1)'----i>---~2~--l·-~·--i3i·-· 

I 



--- -- 

I 
I J 

--~·-- --- ._,?Lr"- -·-··· 

I 
I 

! 
( 1) (2) (3) (41 (5) (6l - _ _(7)_ .J?l_ ( 11 J (12) (13) - - ~- ·t-- dan 

disebarluask 
an I - ·- 
.Jumlah Kon ten 
Kon ten 
Penguatan I 

Karakter 
Keluarga 
yang 
dihasilkan 
dan 
disebarluask 
an ···- --- -----· ---- -- 
Jumlah Kon ten 
Konten I 
Pcnguatan 

! Karakter I 
; I Masyarakat 

ymig 
dihasilkan 
rlan 
disebarluask 

• an I ----· ~:"~ -- ·-· i-.-·--··-- --- 
.Jumlah Kecamatan 

gram Kecamatan/ /Desa/ 
Ketahanan Desa/ Kclurahan 
Keluarga Kelurahan 
Anti Narkoba vang__ ___ . 
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N 
K 

131 (4) L. ___ ®·-- (6) (7) (8) (9] (10] (11) i (12J (131 - 
melaksanaka 

' n program 
Ketahanan . 
Keluarga Anti 
Narkoba I .. 

tor KLJ\: 9. Pengemb~ngan J\nak Usia Dini Holistik dan lntcgratif (PAUD·H!) 
m: - 

I 
ode dan Penlngkaran Persentase % 
ama Sub satuan PAUD satuan PAUD 

·egiatan yang yang 
rnenyelengga menyclcngga 
• rakan rakan 
tayanan layanan 
holistik holistik 
Integratif integratif ... 

Persentase )% I 
satuan PACO i 
yang 
menerapkan 
evaluasi 
peserta didik 

• berkembang t 
' 

' 
scsuai 
harapan . 

Peningkatan Nilai rata- Satuan 
capaian hasil rata tingkat pendidikan 
belajar siswa . pencapaian 
pada jenjani:t [_perkembanga J -·- .. 

- 48 · 

Kegiatan 

'l Kode dan Nama lndika 

Kode dan .• r:!:ama Progra 
Kode dan Nama K 

(II (2) 



--··· 
f8) (12) (3] lil (5) (6} i7) (9) (10) (11) ... (13) 

Pendtdikan n Anak (5-6 
Anak Usia tahun] i 

Dini - -··· ·-- -·- - --· . - 
Pernbinaan Terlatihnya Orang 
pcningkatan Pelatihan 
kompetensi Caton Pdatih 
pelayanan (PCP) Guru 
Anak usia PAUD 
dini bagi 
perawat, 
bidan, I i pen gas uh ' 

I dun 
pendamping, I 

I pendidlk dan I 
I 

tcnaga 
kependidikan : 
, kader, 
penyuluh, 
dan SDM 
lainnva "____,__ . ~- 

I}~!:!\: 10. Standardisa'!i Lembaga Pengasuhan Alternauf -·-- 
1: ·--·····- .. - 

i dedan Pelaksanaan Jumlah Lcmbaga ! ma Suh Standar LKSAyang 

- 49 - 

10 Kodc dan Nama Indikato 

1---j Kode dan No.ma Pro can 
Kode dan Nama Ko 

(I) (2) 



.,__ -1-----·--·-· - 

_ IJ.?,1_. ·-·--+--1,::.:Ul _ (11) (9)_ llO) 

Lembaga 

Lembaga 

Lembaga 

ramah Anak kapasitas pesantren 
pesantren yang tclah 
dalam difasilitasi 
membcnka pembentuka 
n n pcsantren 
pengasuha ramah Anak 
n alternatif .Jumlah 
bagi model 
santri/wat pesantren 

ramahAnak 

Pesantren Penguatan 1,Tumlah 

Model 
pesantren 

rlayr.a.rp, 
ramahAnak 

Jumlah 

Nasional terakreditasi 
Pcngasuhan 
Anak (SNPA) 
di Taman 
l\nak 

I 
Sejahtera 

_[T~S) ·--·--!-----+---- ----·- .. 
Pelaksanaan 
standardisasi 
daycare 
ramah Anak I 

1-f>=-l,__ l1----J~) __ _,__J::,3)_-+ __ (1L_--1-_--'-'(S.,_) ---1--~!~6) 
di Lembaga 
Kesejahteraa 
n Sosial 

Annk [':!.<§~.'-) -'------~--- 
Pclaksanaan .Iumlah TAS Lernbaga 
Standar yang 

- 50 • 



Kegiata 
I Pcmbanguna --, --··-· - 

an Nama I Kode den .Jumlah RBRA 
n Nama Sub 11 Ruang RBRA 

Kegiatan aermarn 
RamahAnak 
(RBRA) .. f-- -·· 
Standardisas .Jumlah RBRA 
iRBRA RJ3l<A . - - ' - 
Fasilitasi .Jurnlah Unit 
pengembang pcmberian 

f l an bus sekolah 
transportasi ban tu an I I ' ' 
angkutan ; I 
urnum I 
massal I ; 

ramah Anak ···- - - -- ·-- ------- ; Pembanguna .Jumlah Zoss Iokasi 

I 
; 

I 11 Zona Aman yang 
' Selamat terbentuk I 

·-------,,--"·----- !(ode dan_,ffama Indikator KLA: 11. Kei:e:r,se.diaan Jnfrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik 
_Kode dan Nama Program· 
Kode d 

pesantren 
'Orarlg Pengasuh 

11 

.. J4.:1l_--l--'(~GL) ---1------~-.::c,6~-+~7,_i"l-+--"8:L) -+-'('-"-9,_) -+--'--'( l:.:_0,_I +I ~'" ui. -+---'-( 1:.::2"-.i --+---'-( l-'-3,_I - 
Jumlah 
pengasuh 
pesantrcn 
yang dilatih 
pengasuhan 
Anak 
berbasis hak 
Anak 

3 (2) (1) 
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e dan Suplementasi Persen tase % i ia Sub vitamin A balita usia 6- 
in tan pada balita 59 bulan I ---· 

--------------·--- Kode dan Na.ma Indikator KT.A: I 3. Status Gizi Balita ~ _ ...... .., .... -C~==_:..;;c._c:...c;c:.:..;;. _ 

<----~K_?de dan Nama Pro!l!:~· 
Kodc dan Nama Kod 
Kegiatan Nan 

Keg 

13 

I 

-i 

Nama 
Kegia 

Kegiatan 
Kodc dan Narna Kode ' 

.. 
dan Peningkatan Persentase % 
Sub kesehatan persalinan di 

tan ibu <Ian Anak fasilitas 
pelayanan 
Kesehatan - - ... ,. "w ·-• -- - ..... ___ 

"- 

Skrining Persentase % 
deteksi dini kunjungan 
pm- Neonatal ···- ,_ ___ ... __ .._ ........... - 

I persalinan Cakupan ibu % I hamil I 
diskrining 

I H1V dan • 
Sifilis I - ·-· ··!----- - 
Cakupan ibu 01o 
harnil 
diskrining 
hepatitis B . - -- 

Kode dan Nama Program: 
Kode dan Nama Indikat.or KI .. A: J 2. Persalinan di f'asilitas Kesehatan 

(5) (13) J.!,,_) -+--- l2) _,__~(3~1 --1-1-S~kol:~ . 

' ___ _._ j (ZoSS) 

,_I_V _ __,~!:._A8._TER KESEHJ\TAN DASAR DAN.~KE=•c::S.::E.c.JA:.:.1:.:.l'.:-fE::.'RAA~-"N'------------·----·-- ---------------- 
12 

1 ,,,, [ (11\ E "L --r 
• 52 - 



Pelatlhan 
bagi Forum 

Pclatihan 
bagi forum 
Anak scbag 

' 2r dalam giz 

Pemantauan 
turnbuh 
kembang 
halita 

lJ G) -"""3'----..J'--'-'(4,_) _ .J_J?.I I ····---·· - 
!51 -- (6) (81 (9} (JO) (11) (12j (13) - . 

mendapatka I 
rt vitamin A . - ···-••o<· --~· ··-- 1---··· 
Pcrsentasc % 
balitayang 
rliparuau 

I pcrtumbuha 
ndan 
perkcmbanga I I nnya --- >--· 1 -- i--~-,.._,,_,_,_ - 
Jumlah - Forum ' I 
daerah yang Anak ' 

ai memiliki kabupaten I 

I i . i forum Anak - Porum I 2P gizi Anak I 
kecamatan i 
- Forum 
Anakdesa/ 
kelurahan 

' ··-- - . -···· . - -····-·--· 
Jumlah - Forum 
daerah yang Anak 
merniliki kabupaten 

- Forum I 
Anak 
kecamatan 
- Forum 
Anak desa/ 
kelurahan - ····- -- - ···- -- ··-· 
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Kode <Ian Nama 
Kegiatan 

I 
Peningkatan Persentase % 
gizi Anak di bayi usia 

; 
bawah usia2 kurangdari 
(dua) tahun 6 [enam] ' 

bulan yang 
mendapai I 
AST eksklusif ) 

' 
Fasilitasi .Jumlah . 
peningkatan kecarnatan, Kecamatan 
ASJ eksklusif desa/ - Desa/ I I kelurahan kclurahan ! 

yang 
difasilitasi 

I 

dalum L_ I 
penanganan 

stun ling 
rnelalui -· 

is:ooe dan Nama lf!.dikator KLA: 14. Pcn_:ibt:E_ian __ Maka.n pada l3ayi da11 Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun_·--·---------- 
I Kode dan N<lma Program: 

d 
G 

K 
(13) 1··· ·-·- - ,.,,. ___ ........ -._ .. _.,._ ., ....... 

(:4-) __ [5) (6) I [7) (8) !9-L - lOl 11 ll (121 _ _L __ ·-- 
eluarga Forum - Forum 
alam2P ' Keluarga 2P Anak 
izi Gizi kabupaten 

- Forum I ' 
Anak I I I 
kecamatan I 

I 
- Porum I • 

_[ ____ . 

I 
Anak desa/ I 
kelurahan • - 

Kodc dan 
NamaSub 
Kegiatan 

(3) 

- 54 - 

... __ __,_ _, 
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dasar 

~::~:i ~nok [ ---·---'-----l· __ _L __ _.1 __ _1_ ...:I~------'---------' 

--·-----+------1f------l---+f--+---li--+----+-----+-------1 
Pelayanan 
kesehatan 
Anak 

pelayanan 
ramah Anak 
di fasilitas 
keschatan 

-------------------~--~--~----- -·------------·------! 
I 
i 

Fusilitasi 
Nama Sub 
Kegiatan 

Kegiatan 

15 Kode dan Nama !115iikator KLA: 15. F~\~ilitas Kesehatan dengan Pelay,inan Rmnah Anak 

1----+:K='o:.:::de_l:lan Nama Pro ..-am: 
Kode dan Nama Kode dan 

' ' ' ' ' ' _ _j -·---"'---'--'--'------~--~-~'----~-~'------------------ ~--·---+---------~-----.,_- 

Persentase % 
rasnnas 
kesehatan 
tingkat 
pert am a 
sesuni 
standar ·--·-d-- ,. -- 
Pcrscntasc ~lu 
rumah sakit 
Terakreditasi 

-Jurnlah JumlRh 
kabupaten/k (angka 
ota yang • absolut] 
mcncapai 
80% 
imuntsast 

(13) (12) (I) 
---~-- 

- 55 - 

(2) I (3) 

I 
(~) (5) (6) (7) (8 [9 (JO) ( 11) .. 

Kampung 
Anal< 

Sejahtera 
(KAS) 



··- - -- ... i-----(13-j ---1 .. (5) (6) - ~ (7) ____ (8) (91 (101 ( 11 J . (12) - 
Persentase (}i, 

Kecamatan 
Mampu 
Profilaksis 

·-·- ..... .,_ .. ·---····--· 
I Persentasc % 

hilyi lahir 
dari ibu 
dengnn 
HbsAg reaktlf • 
diberi HBO ' 

dan H81ig 
kurang dari 
s24 jam 
sctclah 
kelahiran - . - 
Persentase % 
balita kontak I scrumah 
dengan 
pasien TB I mcndapat 
TP'f .. - . 

' .Jumlah .Iumlah 
provinsi absolut 

I deng~ ,- 

- 56 

Tcrapi 
pencegahan 
TB bagi 
balita kontak 
serumah 
dcngan 
~sien TBC 
Provinsi 

I 
dcngan 
proporsi 

~----'(2_,_) __ ----1- ~(3~) --+ J4~ ---+ r-. r Pelayanan 

kesehatan 
bayi/Anak 
dari ibu 
terinfeksi 
HIV dan 
sitllis 

Pemutusan 
penularan 
hepatitis I3 
dari Ibu ke 

. Anak 



·-. --p-····--· (3i G ,,, --1---- ('I ·-· (6) (7) .J~L (9) (10) (11) (1:2) (131 - --·--·-- ' kasus kusta · proporsi 
Anak di kasus kusra I antara kasus Anak di j 
baru :s: 5~0 antara kasus I 

barn s5~Cl -- - - - 
Pelayanan Persentase % 
deteksi dini kubupaten/k 
Anakdengan otayang50% i 
pneumonia. Puskesmas 

I melakukan ' I ! iata laksana l ' ' , standar I ' 
pneumonia I 

--· .......... . - . ·-' -- -· -···-·- ' Bolita Persentase % ' 
memiliki balita yang i 

I I buku KIA memiliki 
I buku KIJ\ ' ! ·-- I Peningkatan Kccarnatan Kecamatan 

kesehatan yang 

I Anak usia menyelengga 
sekolah dan rakan ; I I rernaja pelayanan ' 

' kesehatan I usia sckolah 
dan rernaja - .. ---l-· I -- I Pen tngkaian Persentase % I 

I upaya SMAdan 
__j kesehatan sederaiat . 

- 57 · 

(2) Ill 



J 

.. -·· 
i - Ill (2) (31 (4) (§L (6} ·-1 181 (9) I LOl r In (12) (!3.l__ - . •,I -I - ~-· 

jiwa pada yang 
Anak menyelengga i 

rakan u pay a 
kesehatan 
jiwadan 

I NAPZAdi 

I tiap nrovinsi I .. --- -·---·- 
Fasilitasi Jumlah Puskesmas 
pclayanan puskesmas 
ramah Anak yang 
di difasilitasi 
puskesmas dengan 

pelayanan I 
ramahAnak ---- 
Jumlah Pnskesmas 
puskesmas l difasilitasi 
dalam I 
petayanan 1 
rumah Anak 
ct• 

p~skcsmas .. .. ·-- .- 
Pelatihan Jumluh Orang j 
Konvcnsi tenaga 
Hak Anak kesehatan 
(KIIA) bagi (puskesmas) I tenaga terlatih KHA I kesehatan - -·-- ... .. 

• 58 - 



Persentase % I ! . -----r 
j sarana air ! 

minum yang 
diawa.si/ dipe 
riksa 
kualitas air 
minumnya 
SCSU<ti j 
Standar ·-· .. -·- 
Persr.n ta,~e o/o 
dcsa/kelurah 
an dengan 
Stop Buang 
Air Besar 
Sembaranga 
n 
Kabupaten/K 

J 
ota Sehat ·-·· -~·- -~-·--·· 
Presentasc % 
Tempat 
Pengelolaan 
Pangan (TPP) 
yang 
memenuhi I 
syarat scsuai 
standar 

---------··-······---···-------- 

(6) (7) • (8) J i~_l J.!2LU,_l~l)~-- (1±.)_ __,_(1-'3.,_) ----; 
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~ 
I 

.. 
I -· I ( l J {2) \3) (4) (5! 

16 Kode dan Nama Inrlikatcr KLA: 16. Lingkungan Sehat 
t --.... • .... 

Kode dun Nama Pro zram: 
I Kode dan Nama Kode dan Peningkatan 

Kegiatan Nama Sub rum ah 
Kegiatan tangga 

dengan akscs 
ail' minum 
dan sanita si 
yang layak 
serta 
terwujudnya 
Kabupaten/ 

• Kota Sehat 

- 

..• I I - 



(13)~ 
......... -- _..,... -·· 
~J.IL (2) (3) (4) . (5).__ (6l (7) I (8) 191 (IO) 1111 (12) 

·--· - I 

Persentase o/o 
I 
I 

Tempat dan 
Fasilitas 
Umum(TFU) 
yang 
dilakukan 
pengawasan 
sesual J 

I 
• standar :' •• L--. ,__ __ _...,. ___ , 

i% ·-···-· 

I 
·- 

Promosi Persentase 
' Kesehatan posyandu 

I aktif I i ~ .... ,---- .. I - 
Peningkatan Jurnlah Sambung- 

I 
I 

kontribusi sambungan an rumah ' I 

i pernenuhan rumahyang 
' i 

akses air mendapatka I 
' minum nlayanan l 

jaringan SPAM l l perpipaan berbasis ! 
Masyarakat ! . ---- ... - - 
.Jumlah Liter/ detik ! 

' 
kapasitas 
SPAM yang 
dibangun .. 
,Jumlah Liter/ detik 

l peningkatan 
kapasitas I -· -·· - 

- 60 - 



J 

J 
I 

Peningkata 
kontribusi 
pemenuhan 
akses 
sanitasi 

(4) 
...... _. -·-~·- . -··- -- 

(SJ f6l (71 (8) !91 f 10) (~_l) ___ (12) (13) -·--·· -··- 
SPAM 
eksisting ··-··- 
Jumlah Sam bung- I 
sambungan an rurnah 
rumahyang ' 
mendapatka . 
n pcrluasan 
SPAM - .... - ........... f-- 

n ,Jumtah KK 
Kepala 
Keluurgu 
(KK) yang 
mendapatka 
n layanan 
sanitasi 
berbasis 
Masyarakat -- >-- --- I Jumlah KK KK 
yang 
rnendapatka 
n layanan I 

j 
sistem • 
pengelolaan l air limbah 
JumlahKK KK I 
yang I 

l mendaparka I n Iayanan -· 

- 61 · 

lJ'---l--··J~.~l ----- (3) 



(131 2) ·- -- . ------ 

Kegiatan Na 
Ke '----~..J.. _,_ 

I I · 1 IJ_--·~1 dedan Implementasi Kccarnatan, . 
ma Sub Kawasan Desa/ Kccamatan 
giatan Kelurahan . .- 

17 

(2) 
,- r-csi"l I (3L .... (4) (5) (6) (7) [91 ( 10) . _(11) (l' --- -··· . 

I sistem 
pengetolaan 
drainasc 
lingkungan 
.rumlah KK KK 
yang 
mendapatka 

' n layanan 
sistem 
pengelolaan 
persampaha 
n -··----- 

Sosialisasi Jumlah SDM Forum 
bagi SOM forum Anak Anak 
Forum Anak sebagai 2P 
sebagai 2P Sanitasi 

I 
Sanitasi I 
Sosialiso.si J umlah SOM Forum I 

' 
bagi SDM Forum Keluarga 

I 
Forum Keluarga I Keluarga scbagai 2P 
sebagai 2P sanitasi I 
sanitasl I ·- ---·· ---·· 

1111-- ,_(l) 

- 62 - 

Kode dan Nama lndl~ator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (!{TR) dan Laran",u! lklan, Promosi den Spo?SJrjlPSL.R_o_k_o_k _ 
i Kodc dan_~,~ma Program: 

Kade dan Nama Ko 



-··-- .... ·- 
Angka ' iyo 

partisipasi 
kasar 

I Pendidikan 
Anak Usia 
Dini (PAUD) 
3-6 tahun : ' - -- ~- -- -- • Angka ~«> ' 
parustpast 
kasar 

J 
SD/Mt/ ; 

' 
SDLBisedera I 
jat I -· l Angka % ' I 
partisipasi I 

' 
1 I kasa.r I SMP/MTs/ --·,- 

-·-- - ··-------------------- 

--·~·-----· ·- ++--H··-·--• _, 

layanan 
pendidikan 

I berrnutu di 
seluruh 
jenjang 

Pcningkatan 

Kode dan Nama Ttid(k~(or .KLA: 18. Wajih Belajar 12 (Dua Betas) 'J'ahun 
Kodc dan NaJna Pro tram: '"'--------- 
Kode dan Narna Kode dan 

Jumlah SOM Forum 
bahaya rokok forum Anak ' Anak 

sebagai 2? I 
sebagai 2P ::::1:Tanpa. ------- 

KLASTER Pl:!:ND!DIKA1:", PEMANFAATAN WAKTULUANG, DAN KEG!ATAN BUDAY~---·-·--·- 

bagi Anak 

Sosialisasi 

menerapkan 
KTR 

Tanpa Rokok 
(KTR) 

Nama Sub pemerataan 
Kegiatan 

Kegiatan 

_@,__) --1--~4,__ (S_,_l --l--~(6~)--+-~(71 . _(~L __ J9:'.J ~1--.\..!:lc:'..IOc....l-_!.!l~I '-l---.l.!l:=2l,__+-_-1.:l.:::,3l'----1 
- Desa/ 
Kdurnhan 

------··-···-··--···-- ...... ~-----~ 
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(2) (1) 

v 
18 



..... -·- 
-i- SMP 12L __ 

-- 
(13)~ 

( II '~--- {3} (4) (6) {7) (81 (91 (10) (LI) 1111_ ____ -. .. .. -- 
LB j sederejat 

-·-·I· --- ····- ~~-- ..... ·- .. ·----· I Angka ~'c> I 
partisipasi 
kasar 
SMA/SMK/M 
A/ 
SMLB/seder : 
ajat • _.. .•. ,.._,.,-··-····- 

Peningkatan Persentase 01o I I 
perluasan Anak kelas 1 
akses SU/Ml/SDLB ! 

i 
afirmasi yang pernah i 
jenjang mengikuti 

' pendidikan TK/RA/BA I 

Anak usia 15-6 !'MUn) 
dini, Jumlah Sam an i 
pendidikan sekolah pendidikan I 

dasar dan dengan nilai 
menengah kinerja 
serta sekolah 
percepatan (scorecard) I 
wajib bclajar minimum 75 I 

. 12 (dua (kategori I ! 
' 

belas) iahun tinggi) I 
Penyediaan .Jumlah Orang r ___ l__Ll layanan siswayang ' I mempcrolch . .. .. .. ¥•- - ··-··-- -·--·· ... 

- 64 - 



Pcndi 
Dasar 
Mene 

Dini, 

pemb 
P£).9_ 
Penye 
layan 
pend 
yang 
dan 
berku 
pad a 
Pendi 
Anak 

-·- I i 14! ___ f5) _ (6) (7j 18) (9) .(10) (11) (12) (13) 

iayaan KIPDikdasme ' 
idikan 11 

diaan .Jumtah Jula orang 
an peserta didik 
idikan usia 3-6 
merata rahun yang 

mengikuti 
' I 

alitas menerima 
jenjang BOPPAUO -··r---·--· -- -··- ......... ,M_ ..... -~oM 

idikan .Iurnlah Kecarnatan 
Usia kecamatan 

dengan 
idikan pcrsentase 

, dan siswa kelas 1 

I ngah yang mctalut 
TK/RA/BA di 

I 

atas 50% I 

i .Jumlah Kecamatan 
kccamatan 
denganAPK 
PAUD (3-6 

I 

I 
tahun) di I 
atas 53,10% I .. 
Jumlah Kecamatan I kecamatan I 

dengan APK 
SD/Ml/ 
SDLB I .. .. 

- 65 - 

(3) 1 ~-- .~12~) __ __._ 



Pe 
pa 
pe 
pa 
pe 

' 
_ ....... ·- (4)_ I (5) J6L. (7) _(?J _ _ __(9) •• _(!QL -jll} 1121 (13} . --·· - 

sekurang- 
kurangnya 
100'}(> I ! --- I -· I ·- ----~- ---, 
.Jumlah Kecamatan 
kecamatan 
dengan APK 
SMP/MTs/ 
SMP ts 
sekurang- 
kurangnya 
100% .. ··-·-~· --- - -· - 
Jumlab APK Kabupaten 
SMA/ / Kola 

I . MA/SMLB 
sekurang- 
kurangnya j 
95o/u I . 

ningkatan Persentase % 
rtisipasi peningkatan 
serta didik siswa pada 
da satuan Ml/Ula 'SOT , I 

ndidikan K/ Adhi ' 
Widya ! 
Pasraman I 

" 
Persentase % 
peningkaran 
siswa pada 
MTs/Wustha -·-· 

- 66 - 

{11 



ang 
didikan 

utasi 
aksan 
[akan 
di Se 

lah R 

_(41 
- 

r 191 1101 ( I l l -_- -- (12)_·, /51 (6) ~.@)_ ·- (13J ___ ,,_ ~- 
/SMP 
TK/Madyama 
Widya 

I 
Pasraman ' I --- - 
Perseniase ~'o 
pcningkatan 
siswapada 
MA/Ulya/SM 
TK/S J ""/U<m• 
Widya I 
Pasraman I 

amah ~,!lak (SRA) 

-- - I 

I 
Persentase % 

aan Madrasah 
I yang I 

.tiap RamahAnak - 
Persentase % 
pernbelajarun I i 

! 
SMPTK/SM1' 
K/SMAK 
yang rarnah ' 
Anak 

. Persentase % 
SMAK y:ing 

J ramah Anak ·- ... ._ ... .. - 

- 67 - 

19 

) (:2) (3) 

,, .... 
Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Seko 
Kode dan Nama Program: 

Kode dan Nama ]Kode dan Fas; 
Kcgiatan Nama Sub pd· 

Kegiatan kebi 
SRA 
jenj 
pen 



4). 
. . .. 

I I (5) (6)_ (7) (8) f91 (101 1111 (12) (13) -· -· --·· 
Persentase Satuan 
Madvarna pendidikan 
Widya 
Pasrarnan/Ut 
arna Widya I 

I 
Pasraman 
yang Ramah 
Anak I I i-~·- -~·-·· ....___ ......... --- I-· --- I Jumlah PAUD.TK. 
satuan RA/SD/Ml 
pendidikan /M1's/SMA I 
yang /Y.A/SMK/ 

! difasilitasi SLO 
ten tang 
Pemenuhan 
HakAnak 
atas 
pendidikan 
(pclutihan 

' r KHAdan 
SRI\) ·- Jumlah • SD 
dacrah yang -SMP 
difasilitasi -SMA 
dalarn -SMK ! 
pen gem bang - Ml I 

I 
an model - MTS 

-MA f 
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_(l) l 3 (2) 



-· -- ---- ·- 
6 (71 [8) (9) J.!O) (11) _J_l2) 

- $LB 

1·0rang I ... 

. ·- -- -·- 
Kecamatan J 

I 

' 

.. 
I 

Kecamatan 

···-- --- ··-· 
Kegtatan 

J 
• 

I I 

- 69 - 

Kecamatan 
yang 
difasilitasi 
dalam 
pengembang 
an fasilir:is 

danbu~aya 
Anak ···- - ... 
Jumlah 
kecamatan 
difasilitasi 
dalam 
pengcm bang 

an model 
PKA sesuai 
srnnoar -- 
Promosi 
pclaksanaan 
kebijakan 
kreattvttas dan budaya 
(festival 

(4) 
-~~~r-- -~~- 

(5)~ 
SRA sesuai 
standar 
Penggiat SRA 
terlatih 
(fasilitator 
SRA) 

p~--_J2.~J----,-~(3~)---+- 



-· ~-· 
_(11 •.• (2) 13} (4) @J._ (6) (7) (8) (9) 10) .J! u.. (121 __ (lli ____ .. ·- - .J!_ .. 

kreativitas 
I 

.. anak] f 
Peningkatan Persentase ~·o 
karakter satuan I 

peserta didik pendidikan I 

yang 
memiliki 
lingkungan 
kondusif 
dalam 
pembanguna 
n Karakter ....... ··--1 ···-·-· 

Peningkatan Persentasc % 
· kualitas tingkat 

pembelaja.ran pencapaian . I 
I 
' pada jenjang . perkernbanga I I • 

pendidikan n Anak 5-6 I 
Anak usia tahun berndu 
dini, bcrkernbang j 

pendidikan sesuai 
dasar dan hara pan 
rnenengah ---· --- ,---··~····-· 
Intervensl .Jumlah Sekolah 
kcamanan sekolah I 
Pangan dengan PJAS J 

.Jajanan yangaman 
Anak 

I 
Sekolah I ··- 

- 70 - 



·---- ... ,. -·v-· - ··-..-- --·-- I ·- 
( 1) (2.) (3) (4} (5} (6} (7J_ (8) 91 (10) P!L_ ~--LI~ i!.~L- _.J 

(PJAS) di 
sekolah - .. . 

I 
.. 

Intcrvcnsi Tcrscdianya % 
keamanan kantin sehat I , pangan di <Ii sekolah 
sckolah (SD, 
SMP, SM/\ 
sederajat] .. ··--, Fasilitasi ,Jumlah Kecamatan 
pendidikan kecamatan I j 

pencegahan yang menjadi 
narkoba sasaran 
pad a pclaksanaan I I lembaga pendidikan I ; 
pendidikan pencegahan 

! narkoba 
I 

pad a I 

ternbaga I pcndidikan --.. .............. --- - 
Pcmbinaan Jumlah Sckolah 
dan sekolah 

< 

penghargaan peduli dan 
gcrakan berbudaya 
peduli dan lingkungan 
berbudaya hidup 
lin .. gkungan (sekolah 
hidup di adiwiyata 
sekolah --- - 

- 'fl - 



i 
I 

-'-~~L--~-~_JI~~~~--' 
Anak '-'c.,_ ·--··------ 

(12) 11 l 
- I -· (1) (21 (3)_ (41 (Si ' {6J __ - (7) -·~l {9) (10) -- ·-- 

nasional dan 
rnandm] --· 

Kegiatan -Jumlah Anak I Anak 
Pekerja yang 
Sosial Goes mengikuti 
To School kegiatan 
untuk Anak Pekerja 

Sosial Goes 
To School ........ ,..._ 

, Pasilitasi ,Jumlah Kecamatan 
Satuan kecamatan 
Pendidikan yang 
Aman menerapkan 
Ben can a SPAB 

... (Sl'Al:l) 
20 Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Ot1daya, Kreativitas, dffi.1 Rckreatif yang Rc"l!l~ah. 

Kode dan Nania Program: ·---- --··· 
Kode dan Nama TKocl; dan Fasilitasi .Jumlah Orang 
Kegiatan , Nama 8ub pemuda pemuda (dalam 

Kcgiatm, kader kader yang ribuan) 
difasilitasi 

' dalam 
pening.katan ' 

I 
keterampilan 
kreativitas 

; 
seni, budaya, I 

' 
clan ekonomi I 

! 

kreatif 1 

- 72 - 



Fa 
kre 
An 
ke 
bu 

_ .......... ·--- ............ 
(4) .i~L--. 16l (7) 

' .J~L. (9-l (10) ( 11) ( l 2l JB . ' I-, ..... ·- 

silitasi Napak tilas Orang ' I 
.a1:ivirns pernuda 
ak dan ! kreatif 
giatan daerah yang 
day a difasilitasi 

dalam 
pengembang 
an fasilitas 
kreauvitas 
dan budaya ! 
Anak ' - ~·--· ... 

I Kecamaran Keca ma tan 
yang 
difasilitasi 
dalam ' ! I 
pengcmbang 
an fasilitas 
kreativitas 

' dan budaya 
Anak --- - _..,._ ..... ·- -- 
Jumlab Kecamatan 
kecamatan 
yang 
difasilitasi 
dalam 
peugembang 

1 an model L I - .. - 

- 73 - 

_L·--··· -· 

_ Pl ... _ _.__ 2 



. •••-M·--·-· . - -·---·- -·· (3) f4l (5) f6l i7l f8) (9) (10) ou.. __ 1!~ (13) ---· 
PKA sesuat 
Standar I .• ·- ---·-· - -··- ..... 
Promosi Kegiatan ; l I pelaksanaan 
kebijakan 
kreativitas 
dan budaya 
(F'estival I I Kreativitas I 
Anak) I I i .. 

I Peningkatan .Jumlnh Orang 
kr.s<-:hnrnn pemuda yang 

I I 
reproduksi di terfasilitasi I 

I kalangan dalam I 
pernuda pendidikan I 
mclalui kepemimpina l I 

l 
pendidikan n dalarn 

I 
! 

kcpcmimpina rumah I 
! 

n pemuda tangga i 
dalamrumah I l I 
tangga I ; 

-·---·--- .,..,. -·· --· 
Kegiaran Fasilitas! xecamaran i ! 
kreativitas kecamatan I 

dan budaya kctcrscdiaan 
saran a 
kegiatan 
rekreatif 

r unruk Anak 

- 74 - 
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(J31 12) 
··- -e-------- -- ·-·---,- 

(l) __ {2) 13) _liL ____ . 15) (6) (7) (8) (9] (10) (!.1.t_..;_. ( 

Kegiatan -Jumlah Lcrnbaga I 

kreativitas pojok baca 
dan budaya digital yang 

terbangun 
dan 
terselenggara 
di daeraf I --------·· - --··- 

Fasilitasi .Iumlah Lokasi 
masjid masjid 
ramah anak terfasilitasi I 

ramah anak -- -'·-····-- ... ·--- ----··· 
VI KLASTER PERl.!Nf>UNGAN KHUSTJS --- ----- -~-· .. ·-·--- ·-·--· 
21.a Kode dan Narna lm~ikat~_KLA:.~_l.a Pelayanan_bagi An~.J.<:£rb1c!,n Kekcrasan dan Eksploi~~~Anak ·- 
------ Kode dan Nama Program: --- - .. l Kode dan Nama Kode dan Fasilitasi Prevalensi % 

Kegiatan NamaSub pencegahan kekerasan I 
Kegiatan dan terhadap i 

penanganan Anak ... ~- --·-·--· -- 
Anakkorban Jurnlah OPD OPD ! 

i 
kekerasan yang telah 
dan menerbitkan ' 
eksploitasi kode etik ' 

bagi ' 
penyelenggar 

I a 
Perlindungan 
Anak ·- 

- 75 - 



·-1- - ... - ........ . .. ··-- --···-··- . . 
(5) (~L 71 (81 (<J) (10) .Jl!L - --- (!2] (13) _J - -- 

.Jurnlah - 
kecamatan 'Kecamatan 
desa/ kelurah . 
an yang Desa/ketu- I 
diadvokasi rah an I 

! 
ten tang I 
Perlindungan 

1 Anak dart 
kekerasan i 
dan 
eksploitasi -··· . -- 
.Jumlah - 
kccamatan Kccamatan 
desa/kelurah - 
an terlatih Desa/kelu- ' 

' internet. rahan l 
aman untuk 
Anak • • -- - 
Jumlah Desa/ 
desa/ kelurahan 
kclurahan 
yang 
mencanangk 
an 
desa/kelurah 
an ianpa 

l}!:kei:_asan .. 

• 76 • 
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···- --.,- .... ---.,.·-~···---- (7l I -18l. 
., 

Ill (2) (3) (4\ (5) (6) (9) i!Ol (lll (12) (13) .. - . 
.Jurnlah Desa/ 

- I 

desa/ kelurahan 
kelurahan 
yang 
mernpunyaij' 
mengembang 
kan sistem 
monitoring 
dan evaluasi I 
Perlindungan 
Anak dari l 
kekerasan 
dan 
cksnloitasi I 

·- ·--· 
Jumlah SDM Orang I 1 

I 
dan I 

I sarana/prasa 
rana (MOLIN) 
yang 

' memadai 
untuk 

j layanan ' 
Anak korban 1 

kekcrasan 

L 
dan 
penelantaran I 

. - -· - 
Pelatihan .Jumlah . I I • . l!~l forum _ kecamatan Kecamatan ·- - 

- 77 - 



--- 
··---1~----~-Anak~\;;gru 

·- -- 
(12)·~~~-' ( l) (21 _,__ .J51 (6) (7J_ 18\ (91 (10) . (ll) (13) 

dun desa/ . 

2Pdalam kelurahan Desa/ke.Ju- 

! 
mencegah yang rah an 
kekerasun merniliki I 

forumAnak ! 

sebagai 2P 

I dalam I mencegah I I kekerasan ! 
I 

terhadap J I l Anak ·- .. - - 
.Jumlah Forum 
forum Anak Anak 
(termasuk 
pendamping I 
forum Anak] 

I yang terlatih 
dalam I 
penyusunan I 

Profil KLA ! 

yang 
mernerlukan ' i • i perlindungan I 
Khusus i - 

! Kabup11tcn 
-· .. 

Pelatihan Lembaga 
bagi tern bag a Jayanan 
layanan korban 
penanganan- kekerasan . -- 

- 78 - 



~----r·-·- (S) __ J _____ _@_ 
- --- I _ _(~) 13·1 (7) ! (81 (9)_ (10). (I J) (12) (131 ---· 

I I Anak korban dan 
kekerasan · eksploitasi I 

-··--- " ··--··1 Standar Kabupaten 
layanan bagi 

• 
Anak korban • 

dan pelaku 
kckerasan 
dan 
Eksploitasi ---·· - 

I .Jumlah I Kabupaten 
dneroh yang 
sumber daya 
manu sia unit 
layanan tclah 
dilatih 
manajemen I 
kasus 

" •• -- . 
sostansast Jumlah - 
pembebasan kecamatan Kecamatan 
Anak dari dan desa/ ' - I eksploitasi kelurahan nesa/ kclu- 
seksual di yang rahan i 

I 
destlnasi tersoslallaasl I 

' wisata Sadar 
Wisatadan 
Sap ta 
Pcsona di ! destinasi -----··· 

- 79 - 

( u 



·-· - 
(13) 

. . 
I 
I 
I 

t. 

·- i6l ·---1-· (7) 
- ... 

Ill (2} (31 ___ !il__.~- ... J~- (81 '91 (10) (11)_ (12) __ --- .J 1-.. 

wisata di 
destinasi I 

' pariw lsata 
prioritus I . 
dan destinasi 

I pariwisata 
lainnva ··1 . ·-·- '-- 
Jumlah - 
kecamatan Kecamatan 
dan desa/ - 
kelurahan Desa/Icelu I 
yang rahan I tcrsosialisasi 
kan 
pembebasan . 

I 

Anakdari ! ek~_eloitas.!_ __ I ·- -- - 
Jumlah Kabupatcn I ' destinasi 
w Isata yang 

I tersosialisasi 
kan 

' pembebasan 
Anak duri ; 

I 
eksploitasi - . ··- 
,Jumlah Des.a/ kelu- 
desa/ rah an 

i keluraban I 

- 80 - 



1----(31 ··- ·~··-- ~ - 
(2) 

. 
_(7) I 18) (91 J!_O) I nu.. ( 12) _ _J131 (4) (5) {6) --· 

I yang 
·- ' 

mencanangk 
an pcrdesaan 
wisatayang 
ramah anak 
be bas ' , eksploitasi ___ ··--- - _ .. __ 

Penyusunan Tersedianya j Media 
materi KIE mat.eri KIE 
pcncegahan pcncegahan 
dan dan 
penanganan pcnanganan 
korban korban 
kekerasan kekerasan 
dan dan 
cksploitast cksploi tasi ... ------·--·.-.·· .,_ .... - -- 
Pcnccgahan Jurnlah I . 
perlukaan kecamatan ' K.ecamatan I pada genital , dan desa/ . 
perempuan kelurahan Dcsa/kclu- I 

I 
yang rah an i difasilitasi 
dalam I 
pencegahan 
sunalAnak • I 

I I 
! "~"0"Mj I - I ____ ..... .. ·- 

Jumlah Orang 
remaja_Anak , - 

- 81 - 



r -··-·-·-···-. ---·- U!} __ (2) (3) (4) ' (5) ! (6) (7) " __@_ (9) (]Oj . (11) (12) (13) 
"" -· - -----~··- 

yang 
clifasilit.Asi 
pcncegahan 
sunat Anak l I 
perernpuan - --- ' Jumlah orang 
tokoh agarna 
yang 
cll!Rsilil.asi 
pencegahan 
sunat Anak 

~.eerempuan .•• -· -- I Jumlall Orang I tenaga 
kesehatan I ! 

I 

. yang 
' difasilitasi 

pencegahan 
sunai Anak I perempuan -·-·-·- .. - ' Jumlah 'Orang 
tokoh 
Masyarakat 
yang I 

I 

difasilitasi i 
pencegahan ' 

I 
' sunat Anak I I 

perempuan i -- 

- 82 - 



····-· .. ---··---'----·---- - L .. 

Nama Sub pelaya 
Kcgiatan bagi A 

korba 
pen ya 

.Jumlah 
rernaja yang 
dilatih 
pencegahan 
sunat Anuk 

__________ l_ -· __ ·--· · perempuan 
22.a Kode dan Nama lnd~at?_i:_K.!:'.~~2.a Pelayanan bagi Anak Karban PD!:fi.Q.li[.afi, NAP?:A, dan Terinfe_~si HIV I ADIS 

Kode dan Nama Program: 
Kode dan Narna Kode dan Fasili 
Kcgiatan 

-·--·-~· 
tasi Anak korban Orang 
nan penyalahgun 
nak aanNAPZA 
n yang 
lahgun rnendapatka 
NAPZA / n rehabilitasi 

I sosial pada - 

Orang 

( I OJ - l---'-'lccl.__+---'(-'-12_,__ __ (9) 

Orang 

-=5'----l--'-'-(6,.._) -+--'('-'-71 -~-@) 
.Jurnlah Orang 
tokoh agarna 
yang dilatih 
pcnccgahan 

· sunat Anak 

......_re_r_e_m~p_u_an _ _,_ -1----+---.;.--- ·--+--+----· ---·----l---·-----; 
Jumlah 
tokoh 
Masyarakat 
yang dilatih 
pencegahan 

. sunatAnak 
Perempuan 

(131 

- 83 - 

.. .. 
(11 (21 (31 141 

Pclatihan 
dan 
kampanye 
Pcnccgahan 

· SunatAnak 
Perempuan 

i 



Anak 

Oran 

·~- -·- - .r il!JI_ (6) (7) (81 19) (10) (i2) ( 

- ' ·I--·· -- ! g 

I 

I • ; -· -· i 
I 

I 

- 84 - 

Ill -8l (31 - (4) (5) __ , 
Balai 
Rehabilitasi 
Sosia.l 
.Jumlah Anak 
penyaJahgun 
a dan/atau 
pecandu 
narkoba yang 
mendapatka 
n rchabilitasi 
di fasilitas 
rehabilitasi 
milik Badan 
Narkotika 
Nasional ·- -------- 

. Sosiallsasi .Jumlab Anak 
Internet yang 
Aman Untuk mcndapat 
Anak(Teman sostansast 
AnakJ di "Teman 
daerah Anak" di 
dengan daerah 
k'dSUS dengan 
pornografl kasus 
yang ting_l(i pornog,:afi 

• yang tinggi 



--·-··-· -----~-- 

-------- 

....... ...__ ·-------· (1) 12) (3) (4} (5) (6) (7) _(8) __ -· 
Fasilitasi Jumloh . 
penceganan kecamatan Kecamatan 
pornografi desa/kelurab . 

on Dcsa/kelu- 
pencegahan rah an 
be bas 

I Pornografi ... 
Fasilitasi Jumlah 
pen gem bang kecamatan I Kecarnatan 
an dan desa/ . 

kecamatan kelurahan Desa/kelu- 
desa/ berkategori rah an 
kelurahau "Tanggap 
tanggap Ancaman 
ancaman Narkoba" 

··--- ........ - .. narkoba .. 
22.b Koclc dan Nam~ ln~ikator KLA: 22.b Pelavanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik - 

Kade dan _Nama Program: 
Kode dan Nama Kodedan I Fasilitas l' umlah Kcgiatan 
Kegiatan NamaSub · penanganan kegiatan 

Kegiatan korban dan penanganan 
pengungsi korban clan 

-· pengungsi ··---1-- 
Fasilitasi .lumlah Desa/kelu- 
desA/ de sa/ kcl urah rahan 
kelurahan an tangguh 
tangguh bencana 

·-· bencana yang --·· 
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·-·- 
dikembangka 
n ,.. - 

Perlindungan .Iumlah Anak Anak 
sosial bagi sekolah yang 
Anak korban mendapatka 
bencana n edukasi 
alam bencana - --·-··· ··-· 
Penanganan Jumlah Daerah 
Anak korban kegiatan bagi 
bencana dan Anak korban 

'konOik bencana 
; I 
' ' 

yang 
I I 

d!bcrikan ' • 
dukungan 

I 

I psikososial +-· .. ·-··· 
,Jurnlah Orang I I 

• orang yang l 
I 

difasilit.asi I 
pcmberian I ban tu an I 
spesifik Anak 

I 
I 

ten tang ; 
I : 

Perlindungan 
i Anak dari I 

bencana . .. .. -- 
Penanganan .Jumlah Anak Orang 
Anakkorban korban 

'---·- bencana --- .. ·-· --- ·--- 
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bencanadan alam yang 
konllik rnendapaj ka 

' 
' 

nlayanan 
psikososial 

Fasilitasi Jumlah Kegiatan 
perlindungan forum I 

Anakdalam koordinasi 
situasi pelaksanaan 
darurat kebijakan 

Perlindungan I 
Anak dalarn l bencana dan I 
konflik sosial I 

' --- 
Peningkatan Tersedianya Dokumen I l 

' ketahanan data dan I 

iklim informasi 
kerentanan 
dan risiko • 
perubahan 
iklirn serta 
rekomendasi 
strategi 
adaptasi 
perubahan l 

! 
iklim daerah I - .. I -·· 

f. _________ 
.rumian <le.sa De.sa 
berkctahana 
n iklim - ". . ..... . -· -··-· 
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Jumlah - i kecamatan Kccamatan 
dan desa/ - 
kclurahan Desa/kelu- 
yang rah an 
diadvokasi 
ten tang 

\ pelaksanaan 
kcbijakan 
Perlindungan 

I Anak 
penyandang 

I disabilitas -- -~ ....... -· ' Jumlah Forum 
forum ! 

koordinasi I I pelaksanaan 
I I 

kebijakan l 

I ' disabilitas, I 
I minoritas I dan terisolas! --r -·· ; 

-Jurnlah Media 
media KIE j 

I melalui ! 
I media puhlik 

ten tang I -· .. _... 
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Fasilitasi 
Perlindungan 
Anak 
pertyanclang 
disabilitas, 
kelompok 
minoritas, 
dan terisolasi 

Kode dan 
NamaSub 
Kegiatan 

Kodc dan Narna 
Kegiatan 

f----+-Kode dan Nama Program: 

~(.c,l ---+----_,(~ (31 ---·-4-- (5 (6 (7) 8 9) 0.!9) -i (1. IL] _ ___,_( l=-=2,_) --'----'-l'--'-3,__) ---1 

23.a Kode 9an Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan b~i Anak Penyandang l)isabilitas, Kel£'!'POk Minoritas dan 'fe:.i_:~ . .::.01:.:ao:s.:..i --------------- 



..... 
I --- -·-·---·~-·· -i ( 1) _(?) 131 __ J4J -- (5) (6) __ j7) 181 [91 (10) (11) (12) (13) .. - 

Perlindungan 
Anak 
berkebutuha 
n khusus, I 
terutama I 

l bagi Anak ' ' I 

I 
penyandang 
disabtlitas, 
minoritas, 
dan terisolasi -· ... - .. -- 
.Jumlah Lcmbaga 
lemoaga 
layanan yang 
mcndapatka 
n pelatihan I , 
penangganan l ' Pcrlindungan I 
Anak l 

' berkeburuha ' I 
n khusus i -· 
-Jurnlah I ! 
kecamatan kecamatan I 
dan desa/ - 
kelurahan Dcsa/kclu- 
yang rah an 
difasilitasi 
untuk 
pendampinga 
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n bagi Anak 

_J_~c:~~~~:j__L ________ j 
._ .. , - 3 23.b Kode dan Nama Indikator KLA: ~3.b Pela.y~~-bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyim_p3!1_g_ (PSM) _ .. ___ 

'-·· Korle oan Nama Program: . .. 
Kode dan Nama Kode dan Fasititasi Jumlah I 

I 
; - 

Kegiatan Nama Sub perlindungan kecamatan Kccamatan 
Kegiatan Anak PSM dan desa/ - 

! kelurahan Desa/kelu- 
)'CUJ.g rahan 
diadvokasi 
tentang 

' pelaksanaan 
' Perlindungan 

' Anak dengan 
PSM ---- ·- - ·'--····- 
Jumlah Forum 
forum 
koordinasi 
pelaksanaan 
kebijakan 
Perlindungan 
Anak 
kelompok 
minoritas 

I 
dau teritorial I serta Anak 

I PSM .. - ---· --·· ·~i...--, 

- 90 - 



-· ---- J 1~21~- ( \3) 

pcnanganan 
ABH 

-- r . --··-···-··· .. - 
- (4) (51 [6) (7) (8) f9) .i!Ql .. i ... JUJ 

Jumlah Media 
media KIR 
melalui 
media puhlik 
ten tang 
Perlindungan 
Anak 
berkebutuha 
n 
khusus, 
terutama 
hagi AMk 
dcngan 

I __ _J PSM -· .. .. .. 
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Kegiatan Lembaga 
Pembinaan 
Khusus Anak 
(LPKA) yans 
ramahAnak 
dengan 
sarana dan 
prasarana 

. .__ ...._ I ~:i!a.d_ru_·--~-----~-J ,,,_,_ __ _,_ __, .,_ ~ 

Kode da')_,~ama lndikator KLA: 24.:..~J?enyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) me~t.tl_l:?iversi (kllusu_s~p_cl_ok_t~1)~ -------··-l, 
Kode dan Nar£1l!. Program: --.----.------.---- 
Kade dan Nama Kode dan Fasilitasi .Jumlah l,PKA 

~---·~------ 
24.a 

31 (2) 

NamaSub 
Kegiatan 

(1) 



_L _J _J sesuai 

-----'------~~-----'-st.andar 

yang 
melakaanaka 
n Iayanan 
registrasi 

.Jurnlah J,PKA LP 

% 
--1-------1 

I 

yang 
melaksanaka 
n sckolah 
mandiri 
merdcka 
betaiar bagi 
Anak 
Persentase 
ABH yang 
memperoleh 
layanan hak 
Integrasi 

.Iumlah LPKI\ L Fasilitasi 
bagiADH 

Persentase 
ABH yaog 
mendapatka 
n penetapan 
dtversi dl 
tingkat 
Penyidikan 

_ __ _illB. __ (5 (21 -··-~( I.,_) _,._ 
-··--·- ··-~ 

(6) (7) t8l (9) /IOI (Ill (12) --- 
0 

I 

---···· - --· 
PKJ\ 

' 
; 

i 

I 
' ' ! 

-- f 

I 

KA 

' -- 
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Penyediaan Jumlah LPKS Lembaga 
Lembaga dan RPS I 
Penyelenggar uniuk ABH 
a di kabupaten 
xesejanteraa 
n Sosial 
(LPKS) dan 
Rum ah 
Pcrlindungan 

J 
I SosiaJ untuk 

ARH . .,. . ·-- .--- 
Fasllitasi Jurnla.h Kabupaten 

kegiatan I penanga.nan 
ABH forum 

koordinasi 
penanga.nan 
ABH ! ·-·-· ---- - ____ J Peningkatan APH 
kapasnas 

-· APII --- -- - -·· - 
.Jumlah Kubu paten 
daera h yang 
difasilitasi 
dalam l 
pencegahan • I 

• agar Anak I tidak 

- menjadiABH 
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Lokasi I ! 
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: 

I 
! 
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Narna Sub Jumlah xaoupaten 
Kegiatan kegiatan 
Fasilitasi Forum 
penangana n Koordinasi 
Anak korban penanganan 
jaringan Anakkorhan 
terorisme jaringan 

_l terorisme di 
pusat dan 
provinsi 

--------··-·-- 
--·------··-·-- ---··-·-------------- 

4.h Pclayanan bagi Anak Korban .Jaringan 'rerortsme dan Stigmatisasi Akibal. dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang 

-+--i1L _ _!!SL-J 
Fasilirasi Jumlah 
pcnyediaan Jokasi yang 

• infrastruktur memiliki 
rarnah Anak layanan 

Ruang 
Pelayanan 
Khusus 
(RPK) 
Kepollaian 
sesuai 
standar 
pe layanan 
minimal 
{pilot 
project.) 

- 
(11 - [2) 131 ·- 

- - ·- 
:14.b Kode dan Na.ma Indikator KLA: 2 

Tua.ryya - 
Kodc dan Narna Pro ·ram: 

, Kode dan Nama Kode dan 
Kegiatan Na.ma Sub 

Kegiatan 

- 
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Ka bu paten ' I > l 
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Jmenjadi 
korban 
jaringan 
terorisme __ J 

-1- (5) __ 

IJumlah 
daerah yang 
difasilitasi 
dalam 
pencegahan 
agar Anak 
tidak 
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